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ABSTRACT

e application of 85 Sovelopiont of capital wvestmant can be managed directicitvely, traced, and
measured. One efjort that can be taken is by the policy of the development of the bonded-zone as a
zone with some ceriain niftations in custom office aren af Indonesia within which special certainty in
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i paying taxes, b easy in pavisg import duty, ¢) the
wid infrasiuchire. The main (ntention of the establishment of the bonded
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A. PENDARULTAN begitu saja tanpa adanya sehuah batasan-batesar
_ : yang  felah  ada  pada dasar  Nemira
Pancasila  sebagi  dasar  Nepara, (Guaawan, 2006:12}.
bermakna  perlindungen  dan  pengayoran Rakyat meropakan komiponen dasar dari

masyarakat, badan-badan hukum maupun warga
Negara Republik  Indonesia scutuhnya  serta
penduduk  lanya.  Perlindungan  atay
pengayoman terscbut, haruslah diartikan dalam
keadaan seimbang yang sclaras seseual dengan
prinsip toleransi Pancasila. Dalam hal ini perfy
memperhatikan pengertian masyarakat
seutubinya, jika tidak adanya sebuah pemanfaatan
dan penyalahgunaan baik oleh  golongan-
golongan rakyat tertentu di Indonesia, bahlan

terjadi pemanfawtan oleh Penguasa di zaman-

sehuah kekuatan dasar pertahanan dan keamanan
MNegara, yang nmiampu melaksinakan fungsi
Ketertban  Umwm,  Perlindungan  Rakyat,
Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat di
dacrah bngkunpannya dalam rangka menjaga
Ketertihan dan Keamanan Negara di dalaim
negeri. Keamanan dalam negeri adalah suaty
keadaan yang ditandai dengan terjamitinya
kearnanan dan ketertiban masyarakat,tertib dan
tegak  lhukum  sema lerselenggaranya
perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada

zaman terdabulu. Dalam hal penggolongan miasyarakat,  Keamanan  dan  ketertiban
masyarakat [ndonesia harus pula memperhatikan masyarakat adaleh soatu  kondisi  dinamis
tata cara-cara adat - setempat dan  serta masyarakat sebagai  salgh  safu .pra's.amt
berdasarkan keturunan, kedaerahan, terselenggaranye proses pembanghinan nasional

kepercayaan, ideology dan kekaryaan yang
terdapat pada masyarakat setempat. Oleh karena
itu kesadaran hukum masyarakat dan dasar
Negara tidak identik dengan masyarakat™Negara-
negara komunis atau kapitalis, maka dengan
demildan tidakiah perfu meniru begitu saja
perumusan-perumusan dari Negara-negara lain

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Swad aya Gupung
Jati Clrebon

yang ditandai oleh keamanan ketertiban dan
tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman

yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan  potensi  dan  kekuatan
masyarakat dalam menangkal, mencegah dan
menanggulangi * segala  bentuk  pelanggaran
hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnys
yang  dapat  meresahkan masyarakat,

Pembangunan ekonomi yang didasatkan
kepada demokrasi Ekonomi menentukan bahwa
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nasyarakat hams memegany  peranan  akdf
dalam kegiatan pembangumin, Oleh karcnanya

ks Pemerinlsh  bherkewsjiban  memberikan

pengaraban dan bimbingan terhadap ekonomd
serta meneiplakan  iklim vang  sehat  bagi
perkembangan duma usaha sebuliknyz dunia
wsaha petlu memberikan tansgapan rerhadap
pengarahan dan bimbingan serta penciptaan
ikhim tersebut secara myata dan menveluruh,
Tetapt  bagaumamspun  juga  tujuan  Negara
iercantum pada Pembukaan ULD 1945 alinea ke
4 yang terdapat pada Pancasila sila Ke-5 vaitu
mewjudkan Keadilan sogial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Pads  hakekatnya  pembukaan  dan
Batang Tubuh UUD (945 merupakan
pencerminan atau rumisas ide-ide atau cita-cita
Negara. lde Negara ini mencakup berbaga sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara baik dar
segt politik, exonomi, hwlum, seclal budaya,
Mukam  dan  lain-lain  (Lalvis  [997:105).

Persvalan  kegjabaan wiah menduduki
teipat utama sebaga sasaean pembahasan dalam
beragam  masalah semenjak terjadinva  krisis
moneter hingga kuists chonomi vang melanda
negeri ini. Dalam berbagy pertemuan ilmigh,
pornyataan-pernyataan  reso, pemberitsan  di
media masa serta pembicaraan di setiap kalangan
masyarakat mengenal mcningkatnya  angka
kriminalitas. Masalah ini Kian mengedepankan
realitas gejolak di  dalam  masyarakat don
menimbulkan rasa ketakutan di segenap lapisan
nsyarakat, ,

Keadaan ini dilandasi adanya swat
perubzhan-perubahan di dalam sistem kondisi
ckonomi, sistem politik, sitwasi sosio-historik,
nilai-nilai  dao  norma-norma, dan  serta
hubungan-hubungan kekuasaan dan hukum yang
sering  kali  berdampak ganda  didalam
masyarakat. Pada satu sisi perubahan-perubahan
tersebut  memperlihatkan

Sedangkan di lain pihak menghasilkan sebuah
komplkesitas permuasalahan-permasalahan yang
terjadi di karenakan tidak meratanya hasil dari
perubahun-perubahan terscbut dengan semakin
merosot kesejahteraan bagi sebagian masyarakat,
khususnya masyarakat yang tidak mampu, Dari
perubahan-perubahan yang tidak merata dan adil
di dalam masyarakat yang  berdampak

© menimbulkan berbagai macam bentuk-bentuk
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kejahatan - di dalam
masyarakat.

Pada wilavah perkotaan, perturmbuhan
faktor-faktor keiminogenit ini tdak lepas dari
pengembangan fungsi kota secars administratif
manpun komersial serta keadaan kota vang
semakin menjadi simpul interaksi sosial bidaya
yang sangal mempenyarohi nilai-mlai,norma-
norma, pandangan, sikzp dan perilaku  bagi
warganya. Selain itu juga ketidakmapanan cko-
sosial kota dirusaksn bertambah ketika kota
tamp| sehagal tempul persenmian unsur-unsur
sistem budaya yang modern dan trendy serta
sarat gleh sebuah susbol-simbol  modernitas
vang menurinkan miavalitas dan nila-nilai serta
NOFMA-NOTOE aan aan Kesustlaan

Kejaharau duism pengertian kriminologi
fCritical Crintinolosy dickor berdasarkan sifst
dan luas keruwsan vang diakibatkan terhadap
masyrakat ataupus i derita oleh korban baik

scgenap  kehidupan

secara langsung fan tdak fangsung. Dalam hal
i sejauh mana suatn perlaku melanggar hak-
hak golongun-culonsin vane secara historik
yang melatarbelubong  tunbulmya miat usk

melakukan pelanzgara bokum, Dalam arti Juas
ruang lingkup kejahatan  mencakup  pada
kejahatan-kejahatant  yang  bersumber pada
dominasi ekonomi,politik dan sosial yang dapat
merugikan masyarakat { Mulvana, 1981 17).

Pembangunan ekononi yang didasarkan
kepada demokrasi Chkonovmi menentukan bahwa
masyarakat harus memegang peranan  aktif
dalam kegiatan pembangunan Oleh karenanya
maka emerintal berkewajiban memberikan
pengarahan dan bimbingan terhadap ekonomi
serla  menciptakan iklim vang schat bag
perkembangan dunia usaha sebaliknya dunia
usaha perfu memberikan tanggapan terhadap
pengarahan dan bimbingan serta penciptaan
iklim tersebut secara nyata dan menyeluruh.
Tetapi bagaimanapun juga fujuan Negara
tercantum pada Pembukaan TTUD 1945 alineg ke
4 yang terdapat pada Pancasila sila Ke-5 yaitu
mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pada hakekatnya pembukaan dan
Batang Tubuh UUD 1945  merupakan
pencertminan atal rumusan ide-ide atau cita-cita
Negara, Ide Negara ini mencakup berbagai sendi -
kehidupan berbangsa dan bernegara baik. dari
segi politik, ekonomi, hokum, social budaya,
hankam dan lain-lain  (Lubis, 1997:103). -

Kriminologi merupakan salah  satu
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bidangHuium Pitluna yang miempelajari scrta
menentvkan peayebab dart suatu  kejahatan,

- dengan twjuan uamanys adelab uptuk mencati

suaty  cara  pencegahan  atau pengendalian
kejahatan  demgan  meniperkectl  scbuah
penyebabnya, Selain itu juga knminologi tidak
terbatas pada mencar penyebab saja  yang
berdasarkan datl perwnusan  undane-undang,
melainkan  meninjau'mengaman  dan  segala
sudur teruiama dart sudul keadaan niasyvarakat.

Datam bal ini seperti kemelaratan atau
kemerosotan  ekonomi  yang merupakan  salah
satu penvebab darl banyaknis Gindek pidana
pencurian,  penodongan ataupun tindakan
perampokan disertar dengan cara-cara kekerasan.
Selmn itu jupa dapar dilinae durt sudit pandang
keadaan %elwargs dikarcunakan broken home
yang  dupat pula mengekibatkan  penyebah
wenakalzn remiya, narkoba dan Maa-lain. Salah
satu. senyehab terbisar dan miembaat batasan-
batasan antara emercintsh demgan: rakyaurya
adalah ferpdinva kejehatan kovipsi, nepolisme
dan koluse seiingpa condrung mepimbulkan
subuab pembroniakan-pembrontakan,
kecngzanan  dasvarakat  untuk  mematubi
peraturan-peraturan yang herlaku, sehingea tidak
adanya kepastian hokum dan menimbulkan
schuali benth-benth kebencian, lorulama anlara
yang lemah terhadap yang leuat Olch Karena it
perlunya kesadaran hokum bapgl masvarakat
umum  dengan  adanya  pemyuluhan  serta
pemberian informast dan pembinaan hokum
vang dilakukan oleh Pemerintah tdak terkecuali
peran aparat penegak hukum dan protersi hukum
{Gunawan, 200756},

Beriakunya kesadaran hukum pidana

adalah segjak saat oleh masyarakal dirasakan
adanya ancaman babwa suatu tindakan lerientu
sebagai swatu tlindakan pidana yang dapat
merugikan harta benda atau kesslamatan bagi
nasyarakat atas tindakan tersebur. Oleh karena
ith perlunya tindakan reaktif dari masyarakat

untuk  bekerjasama  serta melaporkan

kejanggalan-kelanggalan yang terjadi di dalam
lingkungan sekitarnya dengan menghubung
pihak yang berwajib dalam bal ini adalah pihak
kepolisian.

Berbicara tentang penggolongan tindak
pidana harus dimulai dengan mencari persamaan
sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat

ini kemudian dapat dicari ukuran-ukurtan atau

kriteria untuk membedakan suatu golonpan
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tnikak pidasa dan golongan pdana lain, Selain
iu juga dari setiap polongan tersebut mungkin
dapat dipecah lazi kedalam 2 {dua) atau lebih
sub polongan. Hal ini yang menjadi menarik
datam meneamat] dan memahami setiap gejala-
gejala sosial vang ada di dalam  kehidupan
mayyarakat {Moelyatno, | 983:1230).

Peningkatan  informasi dan  pelatihan
hulasen hepada masyarakat dalom bidang hukum
picing besera aspek-aspek hukum pidananya
akan meningkatkan responsif kepada masyarakat
untulk  mencegah  kejahawmn  dilingkungan
sekitarnyd, Pompe merunmuskan hukum pidana
sehagnt  Keseluruban  peraturan  hukum  yang
menumuken perbuatan mana vang seharusnya
dikenakan pidana dan dimana  pidana itu
seharusnya menyelma {Hamzah, 2000; 4). Dalam
artiazn bahwa ruang lagkup kejuhaten yang
merepakan adanya sebuah perbuatan tercela
yang meslanggar sebuah ketennizan hukum pidana
dan alan dikenakan sankst,

Pasal 1 ayat | Kitab Undang-Undang
iinkinn Pidana :

“ Tiada Porbuatan dapat dipidana
kecuali atas kekuatan ketentuan pidana
menurut undang-undang yang telah ada
sebelumnya”

Ketentuan diatas  micnjelaskan bahwa  suaty
perbuatin  dapat dipidana  kalau <ermasuk
ketentuan pidana menurut undang-undang, Oleh
karena it pemidanaan berdasarkai, i..!um tidak
tertulis tidak dimungkinkan, Oleh karcna itu
ketentuan pidana haruslah terlebih dahulu ada
daripada perbuatannya, Dalam artian sempitnya
bahwa ketentuan pidana sudah berlaku ketika
perhuatan  itu  dilakokan, sehingga spabila
terjadinya pelanggran hukum dapat dikenakan
sanksi atas perbuatannya tersebut. Berlakunya

asas legalitas seperti diuratkan di  atas
memberikan sifat perlindungan kepada undang-
undang, yang bertujuar melindungi masyarakat
terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa
batas dari pemerintah. Hal ini dinamakan sebuah
fungsi melindungi dari kesewenangan pihak
kepolisian, Disamping iilu juga undang-undang
pidana mempunyai fungsi instrumental, yang
bertujuan dalam pelaksansan oleh kekuasaan
diperbolelhkan. Asas yang berlaku di dalam Pasal
1 ayat | KUHP adalah perwujudan asas legalitas,

Dalam asas legalitas tampak jaminan dasar

Hukum Responsif Volume 05



P

Pemolisisan Berbasis ...,

kepastien hukim scbuga tumpusn dart hukum
pidana dan hukum acara pidans. Sesuai dengan

“thjiwa Pasal 1 KUHP  difsyaratkan  bahwa

kelentuan  wndang-undang  harus  dimmuskan
secermat mungkin. Undang-undang  haruslah
membatasi tentang tindak kegahatan sccara tajam
dan jelas mengenai wewenang dart pemerintah
terhadap rakyatnya.

Dalam statisuk kominal & Indonesia,
pada umumnya kejabatan  yang  menduduki
tempat teratas dalam jumiah adalah nndak
pidana  psikotropika,  penganiayaan  dan
pengeroyokan  (Pasal  351-358  RULIP),
pembunubian batk scear terencana maupun tidak
{pasal 338-330 KUHP), aborsi( Pasal 341-342
RULIP), pencurian biasa dan ul'l“'al'i"lﬁ dedan
pemberatan dan pencorian desean kekerasan,
ermasuk  di  dalavmya peodongan dan
perampokan (Pasal 362- 303 lUHP). Selain ity
juza ejahatan-Kogahatun karens penipuan (Pasal
178 KUHLY, serta kejahwen vang berkaitan
dengan kesusilann ( Pasal 281501 KUHP).

Dalam perkembanzanva pihak
Ropolisan Negara Republik Indonesia Iehih
memfokuskan dirt wintek  membrantas  aksi
krimunalilas di jalapan vang lebih scring (erjadi
rindak kejahatan yane berupa pencurian dengan
kekerasan, pencurian motor, aksi pemjambretan,
pERCOpelaL, prenmanisme, minunmn keras serta
kKejabatan lainnya. Hal mm dilandasi adanya
intruksi dari Presiden schagsi Kepala Nepara
Republik Indonesia kepada Kepala Kepolisian
Republik Indonesia yung diteruskan keseluruh
wilayah Kepolisian di Indonesia dengan dikenal
sebagal “Operasi Streer Crime ™,

Dalam pelaksanaannya “Operasi Street
Crime ™ mehbatkan sclunih angeota kesatuan

yang ada & Kepolisian diantaranya  Satuan

Resesse  Kriminal, Satuan Lantas, Satwan
intelkam,Satuan  Reserse  Narkoba, Satuan
Samapta, Unit Proves dan setiap anggota
masing-masing POLSEK. Selain ifu juga pihak

 Kepolisian menintensifkan patroli di lokasi-

lokasi yang dianggap rawan dengan aksi-aksi
kejahatan, sehingga dapat menekan tindak
kriminalitas di setiap wilayahnya.

Opérassi street crime adalzh langkah

‘Kepolisian untuk mencoba memberikan tasa
aman dan nyaman bugi masyrakat, terutama pada
saat berada di jalan. Banyaknya serta
meningkatnya tindakan  kriminalitas  yang
dilakukan di jalan pada saat siang hari maupun
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malam han yang menjad alasan ulama mengapa
operasi street crime i dilakukan. Tidak hanya
it juea pihak Kepolisan dalam meminimalisasi
streel. Crime, membina hubungan baik dengan
masyrakat dan membuka jaringin di daerah-
dacrah seluas mungkin hingga kejadian apapun
di daersh dapat di monitor, dengan
memaksimalkan Babinkamtibmas untuk
menjalin hubungan baik denpan masyarakar. Hal
tersebut beitujuan agar informast apapun di
masyarakat dapat meugetahu dengan cepat

Dewasa ini perang terbadap kejabatan
hanya bertumpu pada 3 {hiea) raktik saja, yaitu
pafroli  kendamaan.  respon yang  cepat,
penyehidikan schbagar tindok lunjut, Hal lain juga
turbatasmya scbuah ruanz dan wakiy yang tidak
dapat menjamin dapat memberikan rasa aman
dan dapat mengsndalikan  kejahatan.
Pengendalian kejabaran nidak terletak pada terus
memingkatmya ketangeapun, takitk patroli dan
Whiik penyclidikan saje. Hal im yang menjadi
tugas dari pthak Kepohsan untuk memingkatkan
peiavanan kepadz masyacniat dan memberikan
rasz  aman dan periindunzan  hukum  dagi
masyarakar.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Berangkat dar pemaparan diatas dalam
sudut pandang Hukwm Didina, khwisusnya dalam
sepi Criticed Criminologi  yang  rmerupakan
timbulnya tindak kejshatan di dalam lapesan
masyarakat, maka penulis mencoba memberikan
pemaparan di dalam makalah ini dengan
Pemilihan Judul TEMOLISIAN BERBASIS
MASYARAKAT SUATI] FOKUS - PADA
EFEKTIFITAS PENGEN'DALIAN
EEJAHATAN DI INDOKNESIA

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan peraparan  pendahuluan -
diatas, maka permasalshan yang dirumuskan
adalah sebagai berikut ini ;

Bagaimanakah peran kinefja Kepolisian
dalam  meningkatkan pelayanan
perlindungan hukum kepada masyarakat
dan pengendabian kejahatan?
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D. PEMBAHASAN

Pembangunan masional  Tndonesia,
khususnya dalam  budang  hukum,  haruslah
menamin terwuitidnya kopastian, ketertiban dan
perlindunan bukum  wang  berlandaskan
kebengran dan keadiian, Hal i dikarenakan
pokok dan portama dari sepala aspek hukun
dalam  keludupan  borbunmgsa dan bernegara
berdasarkan lPancasils dan  Undanz-Undang
Dasar Nggava Republik Indonesia mengenai
penegakan hukum. Scbagamana vanpg diatur
didalam Keterapan MPR Nomor IV/MPR/1999
tentang  Gars-gars Besar Haluen MNegara
mengenal  pembongunan  nwausie  Indonesia
seutuhnya dun pimbangunan seluth masyacakat
Indonesia

Penosakan  hukas  tidake hanva
memcakup Lo euformenct tolani jus peace
namtence, Al il dikarenakan - penegmakan
hukoum adalall proses penverasian anisra milai-
nilat, kaidab-kaidah dan pola perilaky vang
bertwjuan  wroapdinga  kedamawn  sehinggn
ferciplanya s ldn.ari dan keadiian "”.&.1 seluruh
lapisan masyiaiat Keadilun yane menjadi Lugas
hukum tLIC'.l'L}M.f..iI'I hasil  penyerusian  atau
keserasian  antara  kepastian  hukum  dan
kesebandingan hukum. Sedangkan  kepastian
hukum.  merupaban  peneermingn  dari  asas
nenvmen  lacdere yang  durlikan janpan
merpgikan  ocang  Jain, selain G jupa
kesebandingan hukum merupakan poncerminan
darl asgs suam Cwigue (ribuere yang beorarti
bertindak dengan sebanding. Pada dasaraya inb
dari artian peregekan hukum terletak  pada
kewatun menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
~ dijabarkan di dalam kaidsh-kuidah yang jclas
dan  mengejawantabkan dulam  sikap  dan
tindakan schagai rangkaian penjabaran nilai-nilai
tahap akhir yang bertujuan  menciptakan,
-memelibara dan mempertabankan  kedamaian
pergaulan  ludup berbangsa dan  bernegara

didalam masyarakat.  (Gunawan,  2007:23). @
Dalam hal ini segala sesuatu yang,

diketjakan oleh individu di dalam masyarakat
baik sengaja maupun tidak, akan dikenakan
sebuah pertangsungjawaban yang berupa sanksi
hukum apabila adanya pelanggaran hukum atau
merugikan kepentingan umum dalam kehidupan
masyarakal tanpa melihat sigpun polaku tindak
kejahatan tersebut  Dengan demikian adanya
sebuah pertindungan hukum bagi setiap orang di

prinsip-prinsip ~ yang

I5SN - 208

dalam masyarakat schagaimana yaag - di
anumatkan Undang-Undang Dasar 19435 Pagal 27
ayat I ymtu;

" Bahwa segala warga negara bersamaan
kedudukannya & dalam  hukum  dan
peswrintah din wajib  menjungjung
hukum dan pemerintah ity dengan tidak
ada kecualinya™

Jalam artian bahwa setiap warga negara
Indonesia di sctiap lapisan masyarakat memiiiki
kedudukan yang sama di dalam hukom tanpa
membediian perlakuan dar status sosial apapun
dan seria berhak mendapatkan perlindungan
hulasm vang diberikan oleh permerintah sebagai
pelaksana ananat Undang-Undang Dasar 1945.

Diongan demikian  adanva  sebush
amanah yang menyangkut perlindungan hukum
bagl ssiiap lapisan masyatakal, maka secara
tidak langsung adanya tanggung jawab yang
besar dhatas bahu pencgak hukuwm, khususnya
pihalc Kepolisiun Negara Republik Indonesia
sebagat  lapwsan  pertama  dalam  penegakan
hukum dan pethindungan hulawn bagi sciiap
individe di dalam masyarakat. Oleh karepa itu,
scbush pertangpungjawaban serla amanat yane
besar bawi mihak Kepolisian beserta jajaranmya
untuk memberikan pelavanay, perlindungan dan
pensgakan  bhukum & dalam  masyarakat,

Kepolisian merupakan satuan segala hal
ihwal vang berkaitan dengan fungsi dan lembaga
polisi sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Indongsia
menyebutkan seeara tegas, yait

* Bahwa funpgsi kepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintahan Negara dibidang
pemeliharaan keamanan dan keterfiban
masyarakat, pencgakan hukum,
perlindungan, pengayonian dan peia}fanan
kepada masyarakat”

Dalam hal ind ﬁingsi kepolisan hansiah
memperhatikan semangat penegakan hokum dan
keadilan. Hak Asisi Manusia adalah hak dasar

secara  alamiah  yang melekat pada setiap

mannusia  dalam  kehidupan bermasyarakat,

~meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan
‘hak masyarskat bangsa dan Negara secara utuh

terdapat dalam UUD 1945 serta sesuai dengan
terkandung  dalam
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Hukum Responsif Volume 05



Pemplisisan Berbasis ...

Declaration of Human Rights, 948 dani
konvensi inicrnasional lainnya.

Dengan demikian Kepohsiah
merupakan alat Negara yang borperan dalam
memelibara  keamunanan  dan kotertiban
masyarakat, menegakan hukum, Schain it juga
kepolisian memberikan poriindungan,
pengayonian dan pelayanan kepada muasyarakat
dalam rangha terpeliharanya keamanan dalam
neger. Tujuwan  yang ingin  dicapai  oleh
Kepolisian adaluh mewujudkan Keamanin dalam
negerl yung meliputi terpelibaranva keamanan
dan ketertiban masyarakat, lertib dun tecaknya
hukum, lerselenggaranya
perlindungan, pengayoman dan pelayanzn kepada
masyarakat  serts  terbinanya  kersmraman
masyarakat dengan menjunjung tingsi sk asasi
manusia,

- Pelaksanaan fungsi kepolisian meliput
seluruh wilayah Negars Republik [ndonesia.
Untuk metaksanakan peran dan fungsins secara
efektif kepoiisian fITLIS
memperhatikan luas wilayah, keadasn peoduduk
dan kemampuan kepolisian, Selain i jupa
pewbagiun  dacrah  hekum  Lersebut  harus
diusahakan serasi dengan pembagian wilayah
administrative  pemerintahan  dasrah  dan
perangkat  sistem peradilan  pidana  Secara
terpadu.

Pasal 3 ayat | Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 menjelaskan :

dan  efesion

Bahwa  Pengembangan  fungsi
kepolisian adalah Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh ;

4. Kepolisian khusus
b, Penyidik pegawal negeri
sipil dan atauy :
¢. Bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa
Dalam hal bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

adalah suatu bentuk peagamanan yang diadakan

atas kemauan, kesadaran dan kepentingan
masyarakat sendiri kemudian memperoleh
pengukuhan dari kepolisian Negara Republik
Indoneisia, seperti  kesatuan
lingkungan dan badan usaha di bidang jusa

pengamanan. Bentuk pengamanan ini memiliki

terbatas  dalami
yang meliputi

kewenangan  kepolisian
lingkungan kuasa tempat
lingkungan pemukiman,
lingkungan pendidikan.

Hukum Responsif Volume 05
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Pasul 19 Ul‘ldal‘lg-Undang No.02 Tahun
2002 temang Kepolisian menjelaskan dalam
melaksanakan tugas dun Wewelungnya pejabat
kepolisian  senantiasa  bertindak  berdasarkan
norts hukum dan mengindahkan normy agama,
kesopanan, kesusilaan, serta menjungung tinggi
hak asast manusia, Dalam melaksanakan fugas
dan wewenangnya schagaimana vang dimaksud
diatas  kepohisian  Negara Republik  Indonesis
menguiamakan tindakan  * pencesahan,

Perkembangan  kemajuun masyarakat
yang cukup pesat, seiving denpan merebaknya
fenomena supermasi hukum, HAM, globalisasi
demokrazi. desentralisasi scrta transparasi dan
akunubilitas.  Telah  terciprunya berbagaj
pradicna bara dalam  melibag Mijuan  tugas,

funpst,  wewenane  dan mn ooungiawab
Kepolistan  ssbagai  tuntutan  dan harapan
masyardiat  tochadap  pelaksanaan ugas
Kepohsian vang nukin meningkat dan lebih

beroremiast kepada masvarakat ving dilayan,
Drsamping it juga dalam peldksanaan tupas
pokok twrsshut  hursslah berdasarkan  norma
bukum tanpa  mengindabkan norma  apama,
kesusilaan serta menjunygung tinggi HAM. Oleh
karena ity perlunya tindakan kepolisian untuk
pengendalian dan pencegahan tindak kejahatan
menurut  hukum  dan - peraturan  perundang-
undangan vang berlaku demi terwujudnya
ketertiban, keowmanat dan tegakmyva  hukum
schingga terciptanya Kelentraman kehidypan
-masyarakat,

Begitu. pentinganya perlindungan dan
nemujuan  HAM  dikarerakan  menyangkut
harkat dan martabat manusia. Undang-Undang
Nowmor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi
menentang  penyiksaan dan perlakuan  atau
penghukuman yang kejfam tidak manusiawi dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 fentang

- Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2000 temtang Pengadilan HAk Asasi
Manusia, maka setiap anggots Kepolisian
Negata Republik Indonesia wajib mempedomani
dan  meniaati  ketentuan  Undang-Undang

tersebut,

Memperkenalkan khasanah nilai-nilai

" HAM juga menuntut Polisi untuk merubah
lingkungan institusinya. Kepangkatan sebagai
- jalur komdndo tidak metmknai secars structural
. melainkan

bagian pemenuban tugas dan
tanggung jawab. Todtitusi Kepolisian kemudian

. tidak menjadi  lembaga yang kebal atas
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pertinpeungjawsban public. Oleh sebab itu
prinsip dasar HAM yakoi keterbukaan dan

vz, pertanggung-javwaban public mutlak diketahu

oleh para prwpman Kepolisian,  Antipati
masyarakat kepadi aparat penegak hokum dalam

« hul im Kepolisian berawal dan kesalahan migreka

karena tidak terbukanye lembapa im untuk
publik  dan  condoounz menutup dird

Masyarakal wingag  masih  pesiis
dtﬂj,&l‘l apu yang Jikerjakan oleh Polisi selama
int, Ada banyak catalan tentang keluhan, cemooh
maupun gugatan atas prifaku Polisi yang mereka
alami dan ketahin Dhani kasus lalu lintas hinpea
markoba dan law-laq, UPolisi tidak mengamoil
peranan yang cukup foeal i mada masyacakal.
Sebaliknya Polin g mermandang masyarakal
selalu mebibat ba! burek saja di liogkunpan
Kepohsian, Baikaa .zda pula yang mengatakan
buruknys  Pobsi  ddcrenakan  petlalan
masyarakat sendice  Aontara masyarakat dan
Kepolisian  {orbontans scbuah  jarak  yang
bersimpangan.

Dengan  deswmlaan  penuhs  menceba
memberikan gumbzon yang mungkin dapar
menghapuskan sebual henteng atau jarak antara
Kepohsian dan Masyacakat, Penulis melithat dan
memandang adas vzn aspek  penting  yang
seharusnya di Iakukan olzh Kepolisan heserta
jajarannya, aspek perfama adalah perubahan
sebuah pradigmz diri KKN di Kepolisan, Yang
Kedua Pepgenalan HAM dan pentingya Ham
sebagai pelaksunuan togas Kepolisian, Kelga
membentuk seranckaian ketja secara structural
dan sistematis antara Polisi dan masyarakat
secara  akuf dalam  menjaga keamanan dan
ketertiban,

Resolusi Majelis Umum PBB  Ne.
34169 Ags 17 Desember 1979,
merckomendasikan agar semua bahan pencgak
hulm mencerminkan keterwakilan dan sanggup
bertangpung jawab pada masygrakal secara
keseluruhan. Rusolusi Ll yang
merekomendasikan  ditetapkannya  strateg
pemolisian berbasis masyarakat, yang mencakup
sebagai berikut ini (Human rights and law
enforcment, 1997)

. Membangun komitmen taat hukum

antar  polisi  dengan  warga -

masyarakat
Menerapkan kebijakan dan rencana
aksi tentang hubungan masyarakat

1‘1-1
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3. Merckut anggota dari  semiua
golongan masyarakat

4. Melatih polisi untuk menangani
keanckaragaman sosial polittk yang
dapat memica pelangeatan hilaim
di masvarakat,

3. Menciptakan program pemberian
niormasi kepada masyarakat

6. Mensadakan  hubungan  sueara
ieralur dengain semug golongan i
dalam masyarakat

7. Membangun  konlak  dengan
masyarakat melaha melaiw
keptatan non penggakan hukum

2. Menugasksn angoota dalam
lingkunean raasyarakat vang tetap

9. Meoginpkatikan pATtsipasi
masvarakat dalam kegiatan
pemolisian dan  program-program
kagela nmatan masyarakat

10, Megeseplan  pendekatan  kreatif
dalam pemecahan masalabh untuk
peigembangan  peayelidikan  di
dalam miasyarakat yang lebih
spesifik termasuk juga pejala-gujala
yang bergejolak di masyarakat.

H. Mengkoordmdsikan kebijakan
girategi dan kegiatan dengan instdsi
pemerintah yang lain din lerbags
swadaya masyarakal. (he

Kutipar-kutipan diatas memberikad gambaran
yang jelas tentang kegistan-kegiatan yang
seharusnya dilakukan oleh pencgak hukim,
khususunya Kepolisian Republik Indonesia
wiituk  pericesahan  seita  penekafian  tindak
kejahatan-kejahatan yang semakin tinggi. Dalam
bukiitya vang betudul “Supervising Police
Per's&ﬂ_ai” (1997:12) Paul
Whisénand dan George M.Rush, mengutip
laporan kommsi Independen tcntdng kepolisian
LAPD menyebutkan :

“Bahiwa model pentolisian’  berbasis
masyarakat  lebih  memperlakukan
pelayanan  kepada masyarakat dan
pencegahan  Kejahatan  sebagal  fungsi
utarfa  kepolisian didalam masyarakat.
Kita - harus peicaya  bahwa  polisi,
masyarakat dan instansi pemerintah
lainfiya merupakan mitra kerja  agar
mempunyai dampak yvang berart terhadap
ke]ahatan” '

Hukum Respnnmf anume 05
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.ijera.ngk‘at dari penjelasan singkat dari komisi
Independent tentang  Kepolisian LAPD  ini

“‘nampaknya ada itk awal bagi pemaharman

Kepolisan yang berbasis masyarakat. Hal ini
schagai  startegl  baru  pemolisian  vanp
memperlakukan pelayanan kepada masyarakat
dan pencegahan tindak kejahatan sebagal tugas
dan peran fingsi vtuma dalam masyarakat.

Palam judal makalsh o disghutkan
fokus pada efektifitus  denpan  mmksud
mengerjakan  sebuah  sesuatu  dengan  bewdr
namun fidak berarti “doing the nght thiag”
dikalahkan. Dualam hal ini peran polisi tidak
sendici  tetapt  mehbatkan  peran  akafl  dan
melakukan bersamua-sama densan masvarakat

Misi T kepolizan  adalah
mengendalikan kejahatun terkall pencapatan misi

cm adalah stratems,  “crome  fimhing vang

menekankan pada sebualy reaktif saja. Selinega
polisi akan dateng K=tika sdanya pemasntailan
dari muasyarakat den secara ndak fangouyng
membual parak folndap masyarakal  Densan
dentikian akan berdampak pada bissnya schuah
tindak  kejabaian  yang  tegadi i dalam
masyarakal tersebui.

Pasal 13 Undang-undung No, 2 tahun
2002 tentang Kepolisian moenjelaskan tugas-
tugas pokok kepolisian vaity -

1. mefnelihary Keamznan dan
ketertiban masyarakat
2. menegakan hukum dan
3. memberikan perlindungan
pengayoman dan pelayanan kepada
masvaiakat
Rumusan tugas pokok tersebut bukan urutan
sebuah prioritas, melainkan ketiga-tiganya sama
pentingnya. Sedanikan dalam pelaksanaan tugas
pokok yang akan dikedepankan sangat

Atergantung dari situasi dan kondisi masyarakat di

dalam lingkungannya. Pada dasarnva ketiga
tugas pokok fersebut dilaksanakan secara
simultan  dan  dapat  dikombinasikan.

Dalam  pelaksanaan  tugas  dan

wewenang Kepolisan sudah terdapat pada Pasal
13 yang dijelaskan secara térperingi kedalam
Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

(1) Dalam  melaksanakan  tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negatfh Rﬁ:ﬁuhhk [Iidnr;mia

g,

s

Melaksanakan ' pengatiran,
penjagadn, pengawalan, dan patroli
tethadap kepiatan masyarakst dan
pemenntah sesuai kebutwhan -

Menyelenggarakan segala kegiatan
dalam menjamiin kearnanan,
kotertiban dan kelancaran lajs lintag

¢t jalan ;
Membina masyarakat unmrk
memngkatkan partisipasi

masvarakat, kesaddran  hukum
masyarakat seria ketaatan warga
masyarakat {erhadap hokum dan
pzraturan perundang-undangan
Turul serta  dalam  pembinaan
Hiukum nasional @

Memelinara ketertiban dan
i i keamanan wmum |
vieiakukan koordinasi, pengawasan,
dai pembinaan  lekms terhadap
khusus, penyidik
pemiwal negert sipil, dan bentuk-
Neniuk pengarmanun swakarsa;
Mziakukan  penyelidikan  dan
penyiaikan terhadap semua tindak
pidana sesusl dengan hukuny acara
pidana dan pefaturan perundang-
unidangan lainmya;
Menyelenggarakan identifikasi
kepolisian, kedokteran  kepolifian,
taboratorium forensik dan psikologi
kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian; '
Melindungi kesclamatan jiwea raga,
hatta  benda, masyarakat, dan
hingkungan hidup dari gangguoan
ketertiban dan / atan bencana
termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan  dengan  menjunjung
tinggi hak asasi manusia;

Melayani  kepentingan = warga
masyarakat  untuk  sementara
sebelum ditangani oleh instansi dan

-
it

IR AIRIAN

I atau pihak yang berwenang,
Memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat Sesuai dengan

linghkup

kepentingannia  dalam
tugas kepolisian, serta
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L Melaksanokiun tugas  lain sesua

dingan  persturan perundang-
undangan.

Dalam  bal  itu  pihak ~kepolisan
scharnsnya lebib mengembangkan takiik proaktif
vatuk menangani tindak kejabutan vang tidak
dapat diselsaikan dengan cura reaktif. Dalam hul
perdagingan  mackoha,  keiahatan yang
Warortisic dan Pedadilicen wanit (esalova
prhak kepolisian tiduk dunat bertindak reaktis
karena tiduk adanys pelaporan dari pihak korban
alay vang dirugton. Poionsi terbesar unnik
meningkatkan  pensendutizg kejahatan  tidak
terletak pada meningiam etungeapan, taktik
patroli dan taktif penyelidikan, Tewpi hal vang
perly dilingaatkan aduial sehagai berikut ini
(Gunawan, 2006: 200045 -

L. Mendiarnoss dan mengeiola
masalal & dalim masyaakat yang
mrimbnl e deslahatan

2. Membansin hubusgan yang lebib
erul genguy s vacakat,

3. Membaugus kemampuan beln diri

di-dalam masyaakal ity sendis

4. Menmngkatkan dan  momanfastkan
pengetamian dun kemampuan lokal
dari masyealct fersebul

Dalam bal ini jugy piluk kepolisian
harus dapat mengerti dan memahami nilsi-nilai
dan  normg-notma  vane berada i dalam
masyarakatl fersebul. Schinped tidak bertolak
helakang Gog n nilai s den norma-norma
yang sudah lama bertahun-tuhun dijungjung oleh
masyarakat setempat. Patut perly dungat bahwa
pengendalian  kejahutan  oleh tasyarakat
merupakan  batu  pijakan  bagi  kesadaran
keamanan dan ketertibun Linglungan di dalam
masyarakal.

Teori dasamya adalah babwa efekfifitas
dari taktik yang add dapat ditingkatkan melalui

memingkatkan Kamtibmas dan kualitas hubungan.

toereks dengan warga (baik secara perorangai
maupun dengan kelompok) dan ditambahkan

dalam tanggapen mercks terhadap mmsalal

kejahatan. Analisa yang cermat dan miatang
teotang  penyebab  kejahatan  dan  serta
meningkatkan  sumber  daya  kelompok
masyaralial dan instansi pemerintahan lainnya
untuk mengendalikan kejahatan.

Norma perilake  merupakan  sebuah
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aturan  yang menedtukdn  apakah -ﬁél"ﬂak'u
manusia di dalam kehidupan bermasyarakit itu
patit atau tidak, sehingga dapat diterima oleh
masysrakat di dalariya, Untuk ity perilali serta
menghotmati hukum adat vang berlaku di dalam
masyarakat haiusiah dimengerti dan dipahami
oleh segenap pihak kepolisian yang bertugis di
wilayahnya mwsing-masing, Oleh karena ity
pelanggaran yang tzrjadi dalam norma tersebut
adalah pelangeaan hukum adat yang akaw
dikenakan sanks serirsalnya  dikucilkan atag
dicemuuliban oleh masyarakat yang
mendiaminya.

Peagkajian mendalam mengenai realitss
sostal kefahatan di Indonesia perlu dilakukan
detigan memahami konteks persoalan-persoalan
diatas. Oleh kavena itu keyahatan pada dasarnya
adalalt respon-respons rasional {érhadap sistom
hulum dan pracats hukum ¢l Fidonesia, Usaha
awal untuk memalemi wealitas sosial kejahatan
pada wmumnia mepsicy padd perkembangan
kuantatif kejuhatan dalam kurun waktu tertentu,

Hasa aran bukan hanva  berkaitan
dengan tingginya guawsuan kejahatan tetapi juga
dari perubahan sosial vang menerpa sistem dun
struktur sosial masysrakal. Hal ini dikarenakan
rasa amen fidak hanya berhubingan dengan
penegakan hukum saja, melainkai juga strakiur
dan sistem sesial vang memberikan jaminan bag
sualy - lingkungan,  hulab  schabnya  dalam
pengembangan program pengendalian kejahatan
yang ternyala tidak bisa - diatasi oleh pihak
kepolisian sendirian.

Kepolisian  bukanlah  aparai yang
sepenulmya  mampu  membereskan  semua
persoalan keamanan. Tetapi juga bukan hal yang
benar ketika masyarakat mengabaikan peran
polisi dalam menindaklanjut pelaku kejahatan,
Tidak dapat dibenurkan ketika mmasyarakat
menhakimi sendiri  pelaku kgjahatan dengan’
memukuli atau menganivaya sérta inelakukan
pembakaran terhadap pelaky kejahatan. Oleh
karena itu perlunya peran aktif pihak kepolisan
dengan mengacu kepada Pasal 13 dan Pasal 14
Undang-Undang Nomor 02 Tahur 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Tndanesia dan
Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Ags 17 -
Desember 1979, merekomendasikan ‘agar semua
bahan  pencgak  hukum mencerminkan
keierwakilan dan sangpup bertanggung jawab
pada  masyarakat  seeard  keseluruhan,

Pertemuan dengan ‘masyarakat

Hukum Responsif Yolume 05
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merupakan perekal sekaligus dapat mencairkan
hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang
dilayaninya, Dalam  pertemuan banvak
dikemikakan gapasan, pertanyaan serta pendapat
yang terkadang menjadi masukan hagi kalangan
Kepobisian dalam menjalankan twees maupun
fungsinya Bolea dikata pertemuan werupakan
nyawa dart program 1w, karena ada bunyak
faedah yang ada dalam kegiaten nertemuan
Pianranyd, wendorong  ierbekean b
lingkungan Kepolisian sckaligus schugul matode
untuk mendorong Proses transparasi maupun
akuntabilitus institusi  Kepolisian:  inepesali
gapasan. dukungan serta pespliazan Soringan
Kepolisian  dengan  institusi pasvarakat:
metmperoleh  gambaran  akurar  mensenai
bagamang  persoalan  keamaran  diselesaikan
sesua dengin kebutuhan wargs

Disamping pertemaan, peras hesyr yang
laia juza dijalankan oleh media, Lipatan tnicnsif
dilalukah pada kegiatan ini. Baik mada vang

hentienya majalsh maupun kursn  oungeuan
memberikan jasa besar bugi terssbo luastya
progean k. Lewat media seeala beonek keilik
ENEZAPAn maupun masvkan meagena program
meadapal ulasar yang detail Media menjadi
semacam jembatan anthra masyarakat dengan
kalangan  Kepolisian  khususnve  dalam
penanganan dan serfa pengendalian kejahatan.
Dengan memanfaatkan jaringan modia  dan
masyarakal dapat beperan serta  menbantu
keberhasilan  penanganan  kejhatn  dan
pengendalian kejehatan.

E. KESIMPULAN

Pemahaman  Pemolisian  Berbasis
Masyarakat merupakan pemaham baru yang
akan mampy memuyju perubaban bagi pihak
Kepolisian agar lebih agresif dalam penanganan
kejahatan  dan  pengendalian  kejahatan,
Pemabaman Pemolisian Berbasis Masyarakat
dapat membuat keeatifilas  vang  berupa
tumbubinya inisiatif masyarakal dan Kepolisian
untuk membuat organ dalam melakukan kerja
yang lebih efeknif dan efesien dalam penanganan
kejabatan  dan  pengendalian  kejahatan  dan
merypakan  sebuah  pembabaruan  hukum
terutama dalam Hukum Acars Pidana. Produksi

media  juga  ciarahkan  untuk  micmompa
tumbubnya  kepedulian  mmsyarakat  tentang
problem  hukum serta . tahgpung  jawab

Hukum Responsif Volume 03

masyarakat di dalamnya. Pendekatsn kultural

memang dipalai untuk mémpértajim peraoalan
keanvinan  dalam  konteks Hnggung jawab
komunitas. Jika dibimpun kegiatin Pemolision
Berbasis Masyarakal ini telah mornberikan sinyal
yang tegas; bahwa porubahari hukum bukan kerja
funggal aparat, bulan kerja lungeal penpambil
kebijakan mclambkan  kerja haretig  dengan

masyarakat, Semus  organ yang ada i
masyarakat telah memberikan kontrbus yang
tidak kecil dan punya hatapan yaog tidak raigan,
Program Pemolisian Berhasis Masyarakat telah
meeibuktikan  satu kesimpulan  akbar  yang
memang pertn untuk memperaleh perhatian kitg
s, yakn  keghgalun  perubahan  hukum
seluma ot karena  kita  memang  kurang
melibatkan publik untuk mengambil peran akiif
dan progresif. Dn otk i tavpaknya pijakan
pembaharuan hukum ttu periv dibejakan.
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